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ABSTRAK 

 

Sahara Qania Ananda (2016011020) 

PROSES VALIDASI SURAT SETOR PAJAK (SSP) PPH FINAL ATAS 
PENGALIHAN HAK TANAH dan/atau BANGUNAN PADA KPP PRATAMA 
SERPONG 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong merupakan instansi vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepala Kantor Wilayah Banten. Praktikan melaksanakan Kerja Profesi (KP) 
selama tiga bulan dan berkesempatan terlibat langsung melaksanakan KP di 
empat seksi yang berbeda, yaitu seksi pengawasan & konsultasi II, seksi 
ekstensifikasi & penyuluhan, seksi pelayanan dan seksi pengawasan & konsultasi 
II. Secara garis besar tugas yang praktikan kerjakan berupa rekapitulasi NPWP, 
mengadministrasikan STP, dan Validasi SSP. 

Validasi SSP dari PPh Final atas penghasilan pengalihan hak atas tanah dan/atau 
bangunan dilakukan untuk memastikan bahwa perhitungan telah dilakukan secara 
benar. Dalam validasi SSP praktikan membantu langsung dalam melakukan 
penelitian formal dan penelitian material. Melalui kegiatan Kerja Profesi ini 
praktikan mempelajari banyak hal mengenai kegiatan perpajakan di KPP Pratama 
Serpong dan dalam mengerjakan setiap tugas harus dilakukan dengan teliti. 

Kata Kunci: surat setor pajak, penelitian formal, penelitian material   
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ABSTRACT 

 

Sahara Qania Ananda (2016011020) 

VALIDATION PROCESS TAX PAYMENT SLIP FINAL INCOME TAX OF 
TRANSFER OF LAND AND/OR BUILDING RIGHTS AT SERPONG TAX 
OFFICE. 

The Primary Tax Service Office of Serpong is a vertical institution of the Directorate 
General of Taxation which is under and reports directly to the Head of the Banten 
Regional Office. Practitioner do profession job for three months and the opportunity 
to be directly involved in implementing profession job in four different sections such 
as, pengawasan & konsultasi II section, Ekstensifikasi dan Penyuluhan section, 
pelayanan dan seksi pengawasan & konsultasi II section. Broadly speaking, the 
tasks that are practioner in the form of NPWP recapitulation, STP administration, 
and SSP Validation. 

SSP validation of Final PPh on income transferred to land and / or buildings is done 
to ensure that the calculation is done correctly. In SSP validation, volunteers help 
directly in conducting formal research and material research. Through this 
Profession job activity, practitioner learn many things about taxation activities at 
KPP Pratama Serpong and in doing each task must be done carefully. 

Keywords: tax payment slip, formal research, material research 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Kerja Profesi 

Globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa 

Indonesia. Di era globalisasi yang terus berkembang dan persaingan yang 

semakin ketat membuat setiap instansi pendidikan sekolah termasuk 

perguruan tinggi berusaha menghasilkan lulusan terbaik. Mahasiswa harus 

berperan aktif dan mampu berfikir secara kritis, karena persaingan tidak hanya 

dari lulusan dalam negeri saja tetapi juga dengan lulusan luar negeri. Untuk 

menjadi sumber daya manusia yang berkualitas harus dibekali dengan banyak 

ilmu pengetahuan dan mengasah kemampuan yang dimiliki selain itu 

mengikuti pelatihan – pelatihan dan mengikuti kegiatan organisasi. 

Dalam memasuki dunia kerja yang sesungguhnya mahasiswa tidak hanya 

dituntut untuk lulus dengan berbekal ilmu saja. Seperti yang sudah kita ketahui 

di perkuliahan lebih banyak mempelajari tentang teori dibandingkan dengan 

praktiknya. Langkah awal yang tepat untuk setiap instansi pendidikan 

termasuk perguruan tinggi memberikan mata kuliah atau program magang 

(internship) agar mahasiswa dapat mempraktikan teori tersebut pada dunia 

kerja dan juga dapat memberikan gambaran terhadap dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

Di Universitas Pembangunan jaya (UPJ) memiliki mata kuliah Kerja Profesi 

(internship) yang dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif 

kepada mahasiswa mengenai dunia kerja, sekaligus memberikan kesempatan 

mengaplikasikan teori yang telah di perolehnya. Program Kerja Profesi dapat 

memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat lebih mengenal, 

mengetahui dan berlatih menganalisis dalam lingkup dunia kerja. Praktikan 

melaksanakan Kerja Profesi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong.   

Kerja Profesi merupakan salah satu syarat kelulusan yang memiliki bobot 

3 sks. Kerja Profesi ini dilakukan 400-440 jam (kurang lebih 50 – 55 hari kerja) 
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dengan maksimal 8 jam kerja per hari (di luar jam istirahat yang di tetapkan 

perusahaan).  

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Direktorat 

Jenderal Pajak menggolongkan pajak menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak 

daerah. Pajak pusat adalah pajak yang pengelolaanya dibawah tanggung 

jawab Pemerintahan Pusat lewat Direktorat Jendral Pajak Kementrian 

keuangan yang meliputi, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB). 

Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang pengelolaannya di bawah 

tanggung jawab Pemerintah Daerah mulai dari Pemerintah Kabupaten/Kota 

hingga Pemerintah Provinsi. Pajak Kbupaten/Kota terdiri dari, Pajak Hotel, 

Pajak Restorant, Pajak Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan, sedangkan Pajak 

Provinsi meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air 

Permukaan, hingga Pajak Rokok. 

Dalam kegiatan sehari – hari seringkali dijumpai transaksi atas pengalihan 

hak atas tanah dan atau bangunan yang terjadi dari jual beli, tukar – menukar, 

pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, warisan, maupun karena hibah. 

Pengalihan tersebut untuk menjadi legal dibutuhkan proses yang harus di 

lakukan. Pihak yang berkepentingan nantinya harus mengajukan penelitian 

surat setor pajak (SSP) ke kantor pajak kemudian akan di validasi oleh pihak 

kantor pajak untuk melengkapi proses tersebut. 

 Berdasarkan penjelasan diatas dan mengingat pentingnya proses validasi 

pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, praktikan nyusun Laporan 

Kerja Profesi dengan judul “Proses Validasi Surat Setor Pajak (SSP) PPh 

Final Atas Pengalihan Hak Tanah dan atau Bangunan Pada KPP Pratama 

Serpong”    
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1.2 Tujuan Kerja Profesi 

Tujuan dilaksanakannya kerja profesi adalah sebagai berikut:  

a. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam dunia kerja, sesuai dengan program 

studinya. 

b. Mengarahkan mahasiswa untuk menemukan permasalahan maupun 

data yang dapat dijadikan topik dalam penulisan laporan Kerja Profesi. 

c. Memberikan gambaran dunia kerja bagi para mahasiswa peserta Keja 

Profesi. 

d. Mendapatkan masukan guna umpan balik dalam usaha 

penyempurnaan kurikilum yang sesuai dengan tuntutan dunia industry 

dan masyarat. 

e. Membina dan meningkatkan kerja sama antara Universitas 

Pembangunan Jaya dengan instansi/perusahaan tempat mahasiswa 

melakukan Kerja Profesi. 

 

1.3 Manfaat Kerja Profesi 

Manfaat dari dilaksanakannya kerja profesi adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Bagi Universitas Pembangunan Jaya 

a. Mendapat masukan atau umpan balik dalam penyempurnaan 

kurikulum program studi sesuai dengan tuntutan industri dan 

masyarakat, serta pembangunan dan umumnya.  

b. Membina dan memperluas jaringan kerja sama antara 

Universitas Pembangunan Jaya dengan instansi/perusahaan 

terkait. 

c. Memberikan masukan dalam mewujudkan konsep – konsep link 

and match dunia pendidikan dan industri serta meningkatkan 

kualitas layanan pada stakeholders. 

1.3.2  Bagi Mahasiswa  

a. Mendapatkan pengalaman kerja yang relevan dengan program 

studinya sehingga mahasiswa dapat memiliki pengetahuan, 

sikap dan keterampilan yang mencukupi di bidangnya sebelum 

mereka terjun langsung kedunia kerja sesungguhnya. 
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b. Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan 

mengembangkan sesuai studi kasus yang dipelajasi selama 

kerja praktek. 

c. Dapat merasakan dan memahami dinamika dan kondisi nyata 

dunia kerja, belajar berkomunikasi, serta berperilaku, sesuai 

dengan tuntutan profesi/pekerjaannya. 

1.3.3 Bagi Instansi/Perusahaan 

a. Sebagai salah satu realisasi dalam hal tanggung jawab sosial 

kelembagaan.  

b. Kemungkinan menjalin hubungan baik antara 

instansi/perusahaan dengan perguruan tinggi. 

c. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan 

bermanfaat bagi pihak – pihak yang terlibat. 

 

1.4 Tempat Kerja Profesi  

 

Gambar 1. 1 Gedung KPP Pratama Serpong 
Sumber: Pribadi 

 

Kerja Profesi dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

serpong, dengan profil singkat sebagai berikut: 

Nama Instansi/Perusahaan   :  KPP Pratama Serpong 

Kode Kantor     :  411 
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Kantor Wilayah     :  DJP Banten   

Alamat                                     :  Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 

No.4, Lengkong Gudang, Serpong, 

Tangerang, Banten, 15321. 

No. Telepon                                 :  (021) 5373812 

Website                                       :  http://www.pajak.go.id  

Kepala Kantor                             :  Arif Mahmudin Zuhri 

1.5 Pelaksanaan Kerja Profesi 

Praktikan melaksanakan Kerja Profesi selama kurang lebih 3 (Tiga) bulan 

di mulai dari tanggal 10 Juni 2019 – 26 Agustus 2019. Praktikan melakukan 

pekerjaan dimulai dari hari senin sampai dengan jumat dimulai dari pukul 7.30 

WIB selesai pukul 17.00 WIB. Dalam pelaksanaan Kerja Profesi, 

diperhitungkan waktu yang digunakan untuk istirahat selama satu jam, tiga kali 

bimbingan, dan pengisian BRS Universitas Pembangunan Jaya mensyaratkan 

Kerja Profesi dilakukan selama minimal dua bulan dengan beberapa 

pertimbangan antara lain agar mahasiswa memiliki cukup waktu untuk 

menyesuaikan diri dengan dunia kerja, mendapatkan pengalaman, 

menyelesaikan pekerjaan secara utuh, dan dapat memberikan manfaat yang 

cukup bagi instansi/perusahaan dengan hadirnya mahasiswa sebagai pekerja 

profesi. Pelaksanaan Kerja Profesi yang dilaksanakan oleh Praktikan 

mengikuti Kerangka Acuan yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan 

Pembimbing Kerja. Selama melaksanakan kerja praktikan tidak hanya 

ditempatkan disatu bagian saja, melainkan setiap 3 (Tiga) minggu praktikan 

berpindah tempat bagian. Berikut penjelasan jadwal dan pembagian seksi 

dalam melaksanakan Kerja Profesi di KPP Pratama Serpong: 

Tabel 1.  1 Jadwal Melaksanakan KP 

Tanggal Pelaksanaan Unit/Bagian/Seksi 

10 Juni 2019 – 28 Juni 2019 Pengawasan & konsultasi 1 

1 Juli 2019 – 19 Juli 2019 Ekstensifikasi & Penyuluhan 

22 Juli 2019 – 9 Agustus 2019 Pelayanan 

12 Agustus 2019 – 25 Agustus 2019 Pengawasan & konsultasi 2 

Sumber: Olahan Praktikan  

http://www.pajak.go.id/
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BAB II  

TINJAUAN UMUM 

 

 

2.1 Sejarah Perusahaan/Bagian/Divisi 

2.1.1 Sejarah Berdirinya KPP Pratama Serpong 

 Pada mulanya tahun 1994, KPP Pratama Serpong menempati ex-Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Tangerang yang berada di Jalan 

Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Tangerang. KPP Serpong menempati gedung 

tersebut karena KPPBB Tangerang pindah kegedung baru (sekarang ditempati 

KPP Pratama Kosambi) yang kebetulan bersebelahan dengan gedung lama.  

 Pada tahun 1996 KPP Pratama Serpong pindah dan berkantor di gedung 

baru, dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan wilayah Timur Tanggerang 

yang sangat signifikan maka perlu adanya perpindah ke gedung yang lebih 

representatif. Kantor baru KPP Pratama Serpong terletak di Jalan Raya Serpong 

Sektor VIII Blok 405 Bumi Serpong Damai dengan menempati gedung berlantai 

dua  seluas 3.743 m2 yang berdiri diatas lahan seluas 2000 m2. 

Sejak berdiri, kedudukan KPP Pratama Serpong telah berdampingan 

dengan PT. PLN, Samsat, PT. Telkom, Koramil, dan di sebrang terdapat soto H. 

Mamat BSD. Sampai saat ini merekapun masih berkedudukan di tempat yang 

sama. Dan dengan bejalannya waktu, kemudian bediri berbagai bangunan tinggi 

dan megah di sekitar dan sekaligus menjadi Wajib Pajak KPP Pratama Serpong. 

Dengan berjalannya waktu berdasarkan PMK Nomor 55/PMK.01/2007 

Tanggal 31 Mei 2007, telah diatur dan ditetapkan berdirinya KPP Pratama Serpong 

dengan wilayah kerja Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, 

Kecamatan Serpong, Kecamatan Ciputat. Dengan berdirinya KPP Pratama 

Serpong pada tahun 2007, hal ini berarti menjadi babak baru atau momentum bagi 

KPP Serpong menjadi kantor modern sekaligus berubah nama menjadi KPP 

Pratama Serpong. 

Dengan berjalannya waktu, pada bulan Oktober tahun 2015 berdasarkan 

PMK 2026/PMK.01/2014, KPP Pratama Serpong kembali mengalami perubahan 
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karena harus dipecah menjadi dua, yaitu KPP Pratama Serpong dan KPP Pratama 

Pondok Aren.  

KPP Pratama Serpong yang tetap menempati gedung yang terletak di 

Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 Bumi Serpong Damai tersebut, menaungi 

Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong 

Utara dan Kecamatan Setu. Sementara KPP Pondok Aren yang sejak berdiri pada 

bulan Oktober 2015 dan sampai saat ini berkedudukan di di PKN STAN Bintaro 

menaungi Wajib Pajak yang berada di wilayah Kecamatan Pondok Aren, 

Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur dan Kecamatan pamulang. 

Setelah KPP Pratama Serpong pecah menjadi KPP Pratama Serpong dan 

KPP Pratama Pondok Aren,  mengalami perkembangan penerimaan pajak selama 

3 tahun terakhir pada tahun 2016 sebesar Rp.5.425.126.585.054,00, tahun 2017 

meningkat menjadi sebesar Rp.6.149.240.186.244,00, dan pada tahun 2018 

kembali meningkat menjadi sebesar Rp.7.344.662.145.537,00. Dari sisi jumlah 

Wajib Pajak pun mengalami kenaikan secara signifikan. Dalam tahun 2016 

terdapat 239.382 jumlah Wajib Pajak terdaftar (KPP Serpong 98.124 dan KPP 

Pondok Aren 141.258) Tahun 2017 sebanyak 240.820 jumlah Wajib Pajak 

terdaftar (KPP Serpong 113.358 dan KPP Pondok Aren 127.462). Selanjutnya di 

Tahun 2018 jumlah Wajib Pajak terdaftar 262.365 (KPP Pratama Serpong 119.925 

dan KPP Pratama Pondok Aren 142.440).  

Itulah sekilas dinamika KPP Pratama Serpong yang pernah dipegang  

kemudinya oleh Ahmad Sudibya (1994 – 1997), Iskandar Ruslih (1997 – 2000), 

Sofyan Lubis (2000 – 2004), Indra Harta Taringan (2004 – 2006), Angin Prayitno 

Aji (2006 – 2008), Imam Arifin (2008 – 2009), I Putu Andika Surya (2009 – 2012), 

Agus Purnomo Adi (2012 – 2013), Hilman Flobianto (2013 – 2016), dan Arif 

Mahmudin Zuhri (2016 – sekarang). 

2.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak  

• Visi Direktorat Jenderal Pajak  

Menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara yang terbaik demi 

menjamin kedaulatan dan kemandirian negara 

• Misi Direktorat Jenderal Pajak  

Menjamin penyelenggaran negara yang berdaulat dan mandiri dengan: 
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1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela 

yang tinggi dan penegakan hokum yang adil. 

2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan 

kewajiban perpajakan.  

3. Apratur pajak yang berintegritas, kompeten, dan professional. 

4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sitem manajemen kinerja. 

2.1.3 Nilai – nilai Kementrian Keuangan  

1. Integritas: 

Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta 

memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. 

2. Profesionalisme: 

Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh 

tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. 

3. Sinergi: 

Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif 

serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk 

menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. 

4. Pelayanan:  

Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan 

yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman. 

5. Kesempurnaan:  

Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi 

dan memberikan yang terbaik. 

2.1.4 Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak 

a. Kewajiban  

Setiap pegawai mempunyai kewajiban untuk:  

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang 

lain. 

2. Bekerja secara professional, transparan, dan akuntabel. 

3. Mengamankan data dan atau informasi yang dimiliki Direktorat 

Jenderal Pajak. 

4. Memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sesame Pegawai, atau 

pihak lain dalam pelaksanaan tugas sebaik-baiknya. 
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5. Mentaati perintah kedinasan. 

6. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik 

Direktorat Jenderal Pajak. 

7. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor. 

8. Menjadi panutan yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan. 

9. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan. 

b. Larangan  

Setiap pegawai dilarang:  

1. Bersikap diskriminatif dalam melaksanakan tugas. 

2. Menjadi anggota atau simpatisan aktif partai politik. 

3. Menyalahgunakan kewenangan jabatan baik langsung maupun tidak 

langsung. 

4. Menyalahgunakan fasilitas kantor. 

5. Menerima segala pemberian dalam bentuk apapun, baik langsung 

maupun tidak langsung, dari Wajib Pajak, sesame Pegawai, atau pihak 

lain, yang menyebabkan Pegawai yang menerima, patut diduga 

memiliki kewajiban yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaannya. 

6. Menyalahgunakan data dan atau informasi perpajakan. 

7. Melakukan perbuatan yang patut diduga dapat mengakibatkan 

gangguan, kerusakan dan atau perubahan data pada sistem informasi 

Direktorat Jenderal Pajak. 

8. Melakukan perbuatan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma 

kesusilaan dan dapat merusak citra serta martabat Direktorat Jenderal 

Pajak. 

 

2.2 Struktur Organisasi 

 Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi pada KPP Pratama 

Serpong: 
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Gambar 2. 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Serpong 
Sumber: KPP Pratama Serpong  

 

➢ Kepala Kantor   : Arif Mahmudin Zuhri 

➢ Kepala SubBagian Umum  : Hidajatullah 

➢ Kepala Seksi PDI   : Untarto Tribawanto 

➢ Kepala Seksi Pelayanan  : Dedi Rahardi 

➢ Kepala Seksi Penagihan : Made Widyartha 

➢ Kepala Seksi Pemeriksaan  :  Eko Pramono 

➢ Kepala Seksi Waskon I  : Renaldi 

➢ Kepala Seksi Waskon II  : Nurkholis Husin 

➢ Kepala Seksi Waskon III  : Tetty Lismey Verandina 

➢ Kepala Seksi Waskon IV  : Dian Savitri Esthi Wardani 

➢ Kepala Seksi Ekstensifikasi : Iman Sulaiman Muhammad 

 

Masing – masing bagian tersebut memiliki tugas sebagai berikut: 

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan 

urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan 

pengelolaan kinerja pegawai, melakukan pemantauan pengendalian 

intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap 

kode etik dan disiplin, dan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil 
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pengawasan, dan melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan proses 

bisnis. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan 

pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi 

perpajakan, melakukan perekaman dokumen perpajakan, melakukan tata 

usaha penerimaan perpajakan, melakukan pengalokasian Pajak Bumi dan 

Bangunan, melakukan dukungan teknis komputer, melakukan pemantauan 

aplikasi perpajakan, melakukan pengelolaan kinerja organisasi dan 

pengelolaan risiko, serta melakukan tindak lanjut kerja sama perpajakan. 

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan, melakukan penata usahaan dan penyimpanan 

dokumen perpajakan, melakukan penerimaan dan pengolahan surat 

pemberitahuan, melakukan penerimaan surat lainnya, melakukan 

penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak, serta 

melaksanakan pendaftaran Wajib Pajak dan objek pajak dan atau 

pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan penagihan tunggakan 

pajak, melakukan penatausahaan piutang pajak, melakukan penyelesaian 

permohonan penundaan dan angsuran tunggakan pajak, melakukan 

usulan penghapusan piutang pajak dan/atau sanksi administrasi 

perpajakan, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen 

penagihan. 

5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana 

pemeriksaan, melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 

melakukan penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, 

melakukan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya, serta 

melaksanakan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak 

yang ditunjuk kepala kantor. 

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 

pemberian dan/atau penghapusan NPWP, pengukuhan dan/atau 

pencabutan PKP, dan pemberian dan/atau penghapusan NOP secara 

jabatan, melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak baru dan Wajib 

Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di 

Direktorat Jenderal Pajak, melakukan penyuluhan pajak, melakukan 
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pengamatan potensi perpajakan, melakukan pendataan dan pemetaan 

Wajib Pajak dan Objek Pajak, melakukan pemutakhiran basis data nilai 

objek pajak, serta melakukan kegiatan penilaian. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I mempunyai tugas melakukan proses 

penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib 

Pajak maupun masyarakat, melakukan usulan pembetulan ketetapan hasil 

pemeriksaan/penelitian, dan melakukan pemberian bimbingan dan 

konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak maupun masyarakat, 

serta melakukan tindak lanjut permohonan pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV masing – masing mempunyai 

tugas melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, melakukan 

penyusunan dan pemutakhiran profil Wajib Pajak, melakukan analisis 

kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka 

melakukan intensifikasi, melakukan imbauan dan konseling kepada Wajib 

Pajak, serta melakukan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut 

pengampunan pajak.    

 

2.3 Kegiatan Umum KPP Pratama Serpong  

KPP Pratama Serpong mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, 

pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, 

Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak 

Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya 

berdasarkan peraturan perundang – undangan. Dalam melaksanakan tugas, KPP 

Pratama Serpong juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 

a. Pelayanan pajak. 

b. Penyuluhan pajak. 

c. Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. 

d. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, penerimaan dan 

pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. 

e. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. 

f. Pelaksanaan konsultasi perpajakan. 
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g. Pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi 

perpajakan serta pengamatan potensi perpajakan. 

h. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian dan 

pengenaan 

i. Pemberian dan penghapusan NPWP. 

j. Pengukuhan dan/atau pencabutan PKP. 

k. Pemberian dan/atau penghapusan NOP secara jabatan. 

l. Pemeriksaan pajak. 

m. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. 

n. Penyelesaian permohonan konfirmasi status Wajib Pajak. 

o. Penatausahaan piutang pajak dan penagihan pajak. 

p. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan pembetulan ketetapan pajak. 

q. Penghapusan sanksi administrasi secara jabatan dalam rangka 

pengampunan pajak. 

r. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak. 

s. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko. 

t. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal. 

u. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan 

v. Pelaksanaan administrasi kantor. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA PROFESI 

 

3.1 Bidang Kerja  

Dalam melaksanakan Kerja Profesi di KPP Pratama Serpong praktikan 

tidak berkesempatan berada disemua seksi. Praktikan diberikan kesempatan pada 

4 (empat) seksi berbeda yang ditentukan oleh Seksi Bagian Umum. Pertukaran 

tempat dilakukan setiap 3 (tiga) minggu sekali. Berikut ini merupakan detail 

penempatan praktikan dalam melaksanakan Kerja Profesi di KPP Pratama 

Serpong. 

Tabel 3. 1 Jadwal Kegiatan Melaksanakan KP 

 

Sumber: olahan praktikan 

No Periode Divisi Tugas Yang Dikerjakan

1

Minggu Pertama sampai Minggu 

Ketiga                                                   

(10 Juni – 28 Juni 2019)

Pengawasan & 

konsultasi 1

Pengenalan lingkungan kantor, 

mempelajari pemindahbukuan, 

merekap pemindahbukuan, 

menginput surat masuk & surat 

keluar, mengarsipkan berkas, 

Case Management PBK dan 

mengadministrasikan surat.

2

Minggu Kempat sampai Minggu 

Keenam                                                 

(1 Juli – 19 Juli 2019)

Ekstensifikasi & 

Penyuluhan

Membuat dan mencetak laporan 

hasil penelitian alamat Wajib Pajak 

tidak ditemukan, merekap NPWP 

baru,  validasi SSP jual beli tanah 

dan atau bangunan

3

Minggu Ketujuh sampai Minggu 

kesepuluh                                          

(22 Juli  – 9 Agustus 2019)

Pelayanan

Mecetak pemindahbukuan, 

merekap SPMKP, menginput 

pengalihan ha katas tanah dan 

atau bangunan, menginput no 

produk, menginput SPT yang gagal 

direkam, monitoring SPT masa & 

tahunan, mengadministrasikan 

STP dan surat teguran.

4

Minggu kesebelas sampai minggu 

Kedua Belas                                     

(12 Agustus – 25 Agustus 2019)

Pengawasan & 

konsultasi 2

Mengikuti acara kuban, tindak lanjut 

SP2DK, melakukan pengawasan 

terhadap data pemicu Wajib Pajak, 

membuat dan mencetak LHP2DK, 

Case Management STP, 

mengadministrasikan surat 

SP2DK
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3.2 Pelaksanaan Kerja 

Sebelum melakukan kegiatan langsung, praktikan melakukan perkenalan diri 

kepada para karyawan yang bekerja di KPP Pratama Serpong. Selanjutnya 

pengenalan mengenai KPP Pratama Serpong dimulai dari mengenal struktur KPP 

Serpong, menjelaskan kegiatan dan pekerjaan yang akan dilakukan. Setiap 

paginya sebelum memulai kerja setiap karyawan KPP Pratama Serpong mengikuti 

kegiatan morning activity di aula KPP Pratama Serpong dengan membaca doa, 

pembacaan kode etik pegawai DJP dan memberikan atau menceritakan kisah 

inspiratif. Kemudian pembimbing kerja praktikan memberikan arahan dan 

menjelaskan apa yang harus praktikan lakukan selama melaksanakan Kerja 

Profesi di KPP Pratama Serpong. Setelah selesai diberikan penjelasan selanjutnya 

praktikan memuai kerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.  

3.2.1 Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I) 

Praktikan berada di seksi Waskon I pada tanggal 10 Juni – 28 Juni 2019. 

Selama 3 (Tiga) minggu berada di waskon I pekerjaan yang praktikan 

kerjakan adalah sebagai berikut: 

a. Praktikan mempelajari  tentang Pemindahbukuan (PBK),  

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan 

penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang 

sesuai. Pemindahbukuan biasanya dilakukan karena adanya 

kesalahan dalam pengisian jenis pajak, salah kode pajak, salah masa 

pajak & tahun pajak, dan salah jumlah pembayaran yang 

menyebabkan kelebihan pembayaran pajak 

b. Membantu admin Waskon I merekap Pemindahbukuan, menginput 

Pemindahbukuan dan membuat disposisi untuk diteliti oleh Account 

Representative. Berikut flowchart dari pemindahbukuan:  
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Gambar 3. 1 Flowchart Pemindahbukuan 
Sumber: Olahan Praktikan  

 

Penjelasan dari flowchart menginput pemindahbukuan: 

1. Admin Waskon I menerima dokumen pemindahbukuan yang 

diberikan oleh Seksi Pelayanan. 

2. Praktikan menginput pemindahbukuan dengan menginput data 

Wajib Pajak, menginput pemindahbukuan yang salah ke 

pemindahbukuan yang sesuai kedalam excel. 

3. Praktikan membuat surat disposisi. 

4. Surat disposisi disatukan dengan dokumen pemindahbukuan, 

lalu di serahkan kepada Account Representative untuk diteliti. 

Admin Pengawasan dan 

Konsultasi I

AR Pengawasan dan 

Konsultasi I

Pemindahbukuan 

Mulai

Dokumen 
Pemindahbuku

an 

Menginput Data 
Pemindahbukuan 

Membuat 
Surat

Disposisi A/R

Disposisi 
disatukan 
dengan 

dokumen PBK

Selesai

Menerima 
Dokumen 
Pemindah

bukuan 
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5. Account Representative Waskon I menerima dokumen 

pemindahbukuan. 

6. Proses selesai. 

 

c. Praktikan menginput surat masuk & surat keluar, dan mengarsipkan 

Berkas. Berikut flowchart dari pengarsipan: 

 

Gambar 3. 2 Flowchart Pengarsipan 
Sumber: Olahan Praktikan  

 

 

 

Pengarsipan 

Pengawsan dan Konsultasi I

Mulai

Surat masuk 
dan surat 
keluar 

Input kedalam 
excel

Menyiap
kan 

ordner 

memisahkan
& 

mengurutkan 
surat masuk 

dan surat 
keluar 

Dokumen
dalam ordner 

Selesai  
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Penjelasan dari flowchart pengarsipan: 

1. Seksi Waskon I menerima dokumen berupa surat masuk dan surat keluar 

seperti uraian penelitian pemindahbukuan, nota dinas, berita acara, nothit, 

dan pos surat. 

2. Praktikan menginput dokumen – dokumen tersebut kedalam excel. 

3. Setelah menginput dokumen kedalam excel, praktikan enyiapkan ordner. 

4. Setelah itu praktikan memisahkan dokumen dan diurutkan mulai dari no 

urut terkecil ke no urut terbesar.  

5. Praktikan memasukan dokumen kedalam ordner  

6. Proses selesai. 

 

3.2.2 Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan  

Praktikan berada di seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan pada tanggal 1 

Juli – 19 Juli 2019. Tugas yang praktikan kerjakan selama berada di seksi 

Ekstensifikasi dan Penyuluhan adalah sebagai berikut: 

a. Praktikan membuat dan mencetak Laporan Hasil Penelitian (LHP) 

alamat Wajib Pajak tidak ditemukan sehingga Wajib Pajak tidak 

memenuhi persyaratan untuk diterbitkan NPWP. 

b. Praktikan merekap NPWP baru orang pribadi yang memiliki usaha dan 

diberikan ke Seksi Pelayanan. Berikut flowchart rekapitulasi NPWP: 



19 
 

 

 Gambar 3. 3 Flowchart Rekapitulasi NPWP pada Seksi Ekstensifikasi & Penyuluhan 
Sumber: Olahan Praktikan  

 

Penjelasan dari rekapitulasi NPWP: 

1. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima berkas permohonan 

pembuatan NPWP baru orang pribadi yang memiliki usaha. 

2. Lalu, praktikan menginput data Wajib Pajak ke dalam excel.  

3. Praktikan membuat surat ND yang berisikan jumlah NPWP baru.  

4. Selanjutnya diberikan kepada kepala Seksi Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan agar ditandatangani.  

5. Setelah ditandatangani oleh kepala Seksi Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan selanjutnya surat ND disatukan dengan berkas NPWP dan 

diberikan ke Seksi Pelayanan.  

6. Seksi Pelayanan menerima surat ND beserta berkas permohonan 

NPWP. 

7. Proses selesai. 
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c. Praktikan melakukan validasi SSP Jual Beli Tanah dan/atau 

Bangunan, membuat dan mencetak hasil laporan analisis kewajaran 

nilai pengalihan. Berikut flowchart dari analisis nilai kewajaran:  

 

Gambar 3. 4 Flowchart Analisa Nilai Kewajaran Pegalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
Sumber: Olahan Praktikan  
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Penjelasan dari flowchart analisis nilai kewajaran pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan:  

1. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan menerima berkas permohonan 

yang sudah diteliti secara formal. 

2. Setelah menerima berkas, praktikan menginput identitas Wajib Pajak 

dan objek pajak, penelitian material dan penelitian formal. 

3. Praktikan menganalisis kewajaran nilai pengalihan tersebut dengan 

disesuaikan harga jual di brosur, bila Wajib Pajak melampirkan brosur. 

jika tidak ada bisa mencari harga yang sesuai lokasi, luas tanah dan luas 

bangunan di internet atau aplikasi Rumah.123. 

4. Selanjutnya praktikan membuat dan mencetak laporan hasil penelitian 

tersebut lalu memberikan kepada Account Representative/Pelaksana 

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk menandatangani. 

5. Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti, menyetujui, dan 

menandatangani hasil laporan analisis nilai kewajaran. 

6. Setelah ditandatangani oleh Kepala Seksi Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan selanjutnya di berikan ke Seksi Pelayanan untuk di arsip. 

7. Proses selesai. 

 

3.2.3 Seksi Pelayanan  

Praktikan berada di Seksi Pelayanan pada tanggal 22 Juli – 9 Agustus 2019. 

Tugas yang praktikan kerjakan selama berada di Seksi Pelayanan adalah 

sebagai berikut: 

a. Praktikan merekam validasi SSP Jual Beli Tanah dan/atau Bangunan. 

b. Praktikan menginput berkas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan yang masuk, lalu membuat dan menulis disposisi Account 

Representative diatas cover untuk dibagikan kepada Account 

Representative tersebut agar diteliti nilai kewajarannya. 

c. Praktikan mencetak pemindahbukuan yang telah di case management 

oleh Account Representative.  

d. Praktikan mengadministrasikan Surat Tagihan Pajak & Surat Teguran 

untuk dikirimkan kepada Wajib Pajak. 
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e. Praktikan merekap SPT yang gagal direkam kedalam sistem SIDJ-

PNINE. Dengan menginput nama & NPWP, jenis & masa pajak, lalu 

membedakan antara loader dan manual. 

f. Praktikan melakukan monitoring Wajib Pajak dengan mengecek SPT 

Masa & SPT Tahunan lebih bayar pada Aplikasi Portal DJP lalu input ke 

excel. 

 

3.2.4 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II) 

Pada minggu terakhir praktikan berada di seksi Waskon II dari tanggal 12 

Agustus – 25 Agustus 2019. Tugas yang praktikan kerjakan selama berada di 

seksi Waskon II adalah sebagai berikut: 

a. Praktikan melakukan pengawasan terhadap data pemicu Wajib Pajak 

pada aplikasi approweb dengan melihat bukti potong, lalu cek SPT 

tahunan di SIDJP, bila Wajib Pajak sudah lapor maka data sudah 

digunakan, apabila data tidak valid maka dinyatakan tidak sesuai, bila 

data belum dilaporkan maka dilakukan pengendalian potensi dan  mengisi 

kertas kerja pada aplikasi approweb.  

b. Praktikan membantu admin waskon II mengadministrasikan surat SP2DK 

dan menginput SP2DK, LHP2DK, STP dan surat masuk.  

 

3.3 Proses validasi SSP PPh Final Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau 

Bangunan 

3.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 

Pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) adalah pajak penghasilan yang  

dikenakan kepada wajib badan maupun Wajib Pajak pribadi atas jenis penghasilan 

tertentu yang bersifat final atau pemotongan pajakanya hanya sekali dalam 

sebuah masa pajak dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan 

terutang.  

Menurut Siti Resmi (2009: 145) pajak penghasilan yang bersifat final 

adalah pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga 

tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada 

akhir tahun pajak. 
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3.3.2 Objek Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang – Undang PPh penghasilan yang 

dapat dikenai pajak bersifat final:  

a. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp 4,8miliar 

dalam 1 tahun masa pajak. 

b. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 

c. Penghasilan berupa hadiah undian.  

d. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang 

diterima oleh perusahaan modal ventura.  

e. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau 

bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, persewaan tanah dan 

bangunan. 

f. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan 

Pemerintah. 

 

3.3.3 Tarif Pajak Penghasilan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/atau Bangunan 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 34 tahun 

2016 pasal 2 ayat 1 menyebutkan besarnya pajak PPh dari pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut: 

a. 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan. 

b. 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. 
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c. 0% (nol persen) atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

kepada pemerintah, BUMN yang mendapat penugasan khusus dari 

Pemerintah, atau BUMD yang mendapat penugasan khusus dari kepala 

daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur 

mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 

 

3.3.4 Penelitian Formal dan Material  

 Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran PPh 

atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau 

perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas tanah dan/atau bangunan 

harus menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban 

penyetoran PPh. Penelitian ini meliputi penelitian formal yang dilakukan oleh 

Kantor Pelayanan Pajak dan penelitian material dilakukan melalui penelitian kantor 

atau penelitian lapangan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Berikut penjelasannya 

penelitian formal dan penelitian material berdasarkan PER-18/PJ/2017: 

1. Penelitian Formal  

Penelitian formal dilakukan dengan cara: 

a. Mengecek kelengkapan berkas surat permohonan dengan mengisi 

daftar kelengkapan. 

b. Memastikan kesesuaian identitas Wajib Pajak berupa NPWP, KTP, atau 

Paspor dengan data yang dimiliki DJP. 

c. Memastikan jumlah PPh yang telah disetor oleh Wajib Pajak telah 

sesuai dengan PPh yang seharusnya terutang berdasarkan surat 

pernyataan. 

d. Memastikan kode akun pajak, kode jenis setoran, Nomor Transaksi 

Penerimaan Negara (NTPN), dan jumlah PPh yang disetor, berdasarkan 

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang 

dipersamakan dengan SSP, telah sesuai dengan data penerimaan 

pajak dalam Modul Penerimaan Negara (MPN). 

Penyelesaian penelitian formal dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak 

tanggal diterimanya berkas permohonan. 
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2. Penelitian Material   

Penelitian material harus dilakukan setelah penelitian formal selesai 

dilakukan. Penelitian material dilakukan dengan cara: 

a. Memastikan bahwa lokasi dan luas tanah dan/atau bangunan yang 

dicantumkan dalam surat pernyataan Wajib Pajak telah sesuai dengan 

keadaan sebenarnya. 

b. Meneliti kebenaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang terdapat 

dalam bukti penjualan atau bukti transfer atau bukti penerimaan uang, 

dalam hal pengalihan tanah dan/atau bangunan berupa jual beli yang 

tidak dipengaruhi hubungan istimewa.  

c. Menentukan kewajaran nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan atau perubahan PPJB atas tanah dan/atau bangunan yang 

dinyatakan oleh Wajib Pajak dengan harga pasar berdasarkan 

pendekatan penilaian (appraisal), dalam hal pengalihan tanah 

dan/atau bangunan berupa jual beli yang dipengaruhi hubungan 

istimewa atau melalui tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, 

hibah, waris, atau cara lain yang disepakati antara para pihak. 

Penyelesaian penelitian material dilakukan dalam jangka waktu paling lama 

6 (enam) bulan setelah penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban 

penyetoran PPh selesai dilakukan. 

 

3.3.5 Prosedur validasi SSP Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan 

Proses validasi SSP pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

dilakukan dengan penelitian formal maupun materian oleh Seksi Pelayanan dan 

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II,III,IV atau seksi ekstensifikasi. Penjelasan 

Proses Penelitian formal di jelaskan pada Gambar 3.5 dan penelitian material di 

jelaskan pada Gambar 3.14. Berikut proses pertama dalam melakukan validasi 

SSP pengalihan hak atas tanah dan/bangunan yaitu melakukan penelitian formal, 

di gambarkan melalui flowchart sebagai berikut:  
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Gambar 3. 5 Flowchart Penelitian Formal 
Sumber: KPP Pratama Serpong  
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Berikut penjelasan flowchart atas penelitian formal sebagai berikut: 

1. Wajib Pajak datang ke Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) mengisi formulir 

permohonan dan melampirkan berkas yang dibutuhkan. 

 

Gambar 3. 6 Surat Permohonan Pengalihan Ha katas Tanah dan/atau Bangunan 
Sumber: KPP Pratama Serpong  

 

2. Petugas TPT menerima berkas permohonan dari Wajib Pajak dan 

memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Persyaratan yang harus 

dilampirkan untuk penelitian SSP pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan adalah sebagai berikut:  
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a. Menyampaikan permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban 

penyetoran pajak penghasilan.  

b. SSP yang sudah tertera Nomor Transaksi Penerimaan Negara dan 

Nomor Transaksi Bank/Nomor Transaksi Pos/Nomor Penerimaan 

Potongan.  

c. Fotocopy seluruh bukti penjualan berupa bukti transfer, faktur 

penjualan dan/atau bukti penerimaan kas. 

d. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT PBB) tahun terakhir.  

e. Fotocopy KTP bagi pembeli dan penjual yang berstatus Warga Negara 

Indonesia dan fotocopy Paspor bagi pembeli dan penjual yang 

berstatus Warga Negara Asing. 

f. Surat kuasa dan fotocopy KTP yang diberi kuasa untuk menyampaikan 

atau mengambil dokumen dalam hal penyampaian permohonan 

penelitan dikuasakan. 

g. Surat pernyataan Wajib Pajak tidak memiliki NPWP. 

 

3. Jika persyaratan sudah lengkap maka petugas TPT merekam berkas 

permohonan melalui website Direktorat Jenderal Pajak New Innovative 

Novelty Excellence (SIDJP-NINE), berikut langkah – langkah melakukan 

perekaman: 

Hal pertama yang dilakukan adalah membuka website SIDJP-NINE 

kemudian log in menggunakan NIP dan password setelah berhasil log in 

praktikan membuka permohonan lalu pilih permohonan perekaman Wajib 

Pajak. Terdapat lima langkah dalam melakukan perekaman, Pada langkah 

pertama berupa informasi permohonan. Pada halaman ini praktikan 

memasukan jenis permohonan/surat yaitu penelitian bukti penyetoran PPh 

atas PHTB dan perubahan PPJB. 
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Gambar 3. 7 Langkah Pertama Perekaman Permohonan WP 
Sumber: KPP Pratama Serpong  

 Selanjutnya langkah kedua adalah identitas pemohon dengan mengisi 

Nomor Pokok Wajib Pajak dan identitas Wajib Pajak berupa nama Wajib Pajak 

dan alamat Wajib Pajak. 

 

 

Gambar 3. 8 Langkah ke Dua Perekaman Permohonan WP 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 Langkah ke tiga praktikan mengisi informasi tambahan, berupa Nomor 

Objek Pajak (NOP), jenis pengalihan, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, 

desa/kelurahan dan KKP lokasi objek. 
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Gambar 3. 9 Langkah ke Tiga Perekaman Permohonan WP 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

Langkah ke empat adalah menceklis syarat dan lampiran yang diperlukan 

 

Gambar 3. 10 Langkah ke Empat Perekaman Permohonan WP 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

 Selanjutnya langkah terakhir dengan mengisi resume permohonan setelah 

itu proses perekaman pada website SIDJP-NINE selesai. Setelah proses 

perekaman selesai secara otomatis mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) 

untuk diserahkan kepada Wajib Pajak dan mencetak Lembar Pengawasan Arus 

Dokumen (LPAD) untuk disatukan pada berkas permohonan, selanjutnya 

meneruskan berkas permohonan kepada Kepala Seksi Pelayanan. 
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Gambar 3. 11 Bukti Penerimaan Surat 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

 

 

 

Gambar 3. 12 Lembar Pengawasan Arus Dokumen 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

4. Bila berkas belum lengkap maka Wajib Pajak harus melengkapinya terlebih 

dahulu. 

5. Setelah itu memberikan disposisi kepada Pelaksana yang ditunjuk untuk 

menindaklanjuti berkas permohonan dengan melakukan penelitian formal. 

6. Pelaksana Seksi Pelayanan yang ditunjuk (selanjutnya disebut petugas 

peneliti), menginput data permohonan Wajib Pajak ke dalam sistem, dan 
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melakukan penelitian terhadap berkas permohonan untuk memastikan 

kesesuaian. 

7. Petugas peneliti membuat Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti 

Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan bila berkas 

permohonan telah lengkap dan sesuai. 

8. Bila berkas permohonan tidak lengkap atau tidak sesuai, petugas peneliti 

membuat konsep surat pemberitahuan permohonan penelitian bukti 

pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan tidak lengkap atau 

tidak sesuai. 

9. Petugas peneliti mencetak konsep surat yang telah disetujui oleh kepala 

Seksi Pelayanan melalui sistem, selanjutnya menyerahkan kepada kepala 

Seksi Pelayanan. 

10. Kepala Seksi Pelayanan menyetujui dan menandatangani surat 

keterangan penelitian formal bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak 

penghasilan atau surat pemberitahuan permohonan penelitian bukti 

pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan tidak lengkap atau 

tidak sesuai, selanjutnya menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk 

menindaklanjuti. 
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Gambar 3. 13 Surat Keterangan Penelitian Formal 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

11. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban 

Penyetoran Pajak Penghasilan atau Surat Pemberitahuan Permohonan 

Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan 

Tidak Lengkap atau Tidak Sesuai, harus diambil langsung oleh 

WP/kuasanya di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan 

Pajak dengan memperlihatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) atas 

permohonan yang ditujukan. 

12. Proses selesai. 

Setelah penelitian formal dilakukan oleh Seksi Pelayanan selanjutnya 

dilakukan penelitian material oleh Account Representative Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II/III/IV atau Account Representative/pelaksana seksi ekstensifikasi dan 

penyuluhan. Berikut flowchart dari proses penelitian material: 
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Gambar 3. 14 Flowchart Penelitian Material 
Sumber: KPP Pratama Serpong 
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Berikut penjelasan flowchart dari penelitian material: 

1. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau 

Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, 

menerima bekas permohonan Wajib Pajak yang telah diperiksa formal oleh 

Seksi Pelayanan. 

2. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau 

Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

menginput berkas permohonan pengalihan ke dalam excel. Berikut table 

untuk menginput berkas: 

Praktikan menginput identitas Wajib Pajak  dan objek pengalihan yang berupa 

nama Wajib Pajak, NPWP, alamat, objek pengalihan, NOP, lokasi NIK. Objek 

pengalihan di isi 1 artinya pengalihan berupa tanah bila di isi 2 artinya pengalihan 

berupa tanah&bangunan. 

 

Gambar 3. 15 Menginput Identitas WP dan Objek Pengalihan 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

 Setelah menginput identitas Wajib Pajak, praktikan menginput penelitian 

formal berupa di KPP mana WP melakukan penelitian formal, nomor surat 

pengantar, tanggal surat, SSP, surat pernyataa/PPJB, bukti penerimaan uang, 

SPPT, KTP Penjual, paspor,brosur, pernyataan tidak NPWP, bila Wajib Pajak 

melampirkan berkas-berkas tersebut maka ditulis 1 disetiap kolomnya. 
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Gambar 3. 16 Menginput Penelitian Formal 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

 Setelah menginput penelitian formal, praktikan menginput penelitian formal 

berupa harga pada PPJB, SPPT, sertifikat/IBM, dan brosur. 

 

Gambar 3. 17 Menginput Penelitian Material 
Sumber: KPP Pratama Serpong 
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3. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau 

Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

melakukan analisis kewajaran terhadap nilai pengalihan yang tercantum 

dalam berkas permohonan serta membuat dan  menandatangani konsep 

Laporan Analisis Indikasi Ketidakwajaran Nilai Pengalihan selanjutnya 

meneruskannya kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV 

atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 

4. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi 

Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti, menyetujui, dan menandatangani 

konsep Laporan Analisis Indikasi Ketidakwajaran Nilai Pengalihan, 

selanjutnya menugaskan Account Representative Seksi Pengawasan dan 

Konsultasi II/III/IV atau Account Representative/Pelaksana Seksi 

Ekstensifikasi dan Penyuluhan, untuk menindaklanjuti Laporan Analisis 

Indikasi Ketidakwajaran Nilai Pengalihan. 

5. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau 

Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, 

menindaklanjuti Laporan Analisis Indikasi Ketidakwajaran Nilai Pengalihan 

hasil analisis menyatakan bahwa nilai pengalihan wajar, lalu diserahkan ke 

Seksi Pelayanan untuk di arsip maka proses selesai. 
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Gambar 3. 18 Laporan Analisis Kewajaran Nilai Pengalihan 
Sumber: KPP Pratama Serpong 
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Gambar 3. 19 Laporan Analisis Kewajaran Nilai Pengalihan 
Sumber: KPP Pratama Serpong 

 

6. Jika terdapat indikasi nilai pengalihan tidak wajar, maka  Account 

Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Account 

Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dapat 

melakukan penilaian sendiri sebagai Petugas Penilai Pajak. 

7. Lalu membuat surat tugas penelitian lapangan melakukan penilaian atas 

objek pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, atau perubahan 

PPJB atas tanah dan/atau bangunan dan membuat konsep laporan 

penilaian, menandatangani, selanjutnya meneruskan kepada Kepala KPP. 

8. Kepala KPP menyetujui, dan menandatangani konsep Laporan Penilaian, 

dan mengembalikan kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

II/III/IV atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan untuk 

ditindaklanjuti. 

9. Kepala Seksi menugaskan Account Representative Seksi Pengawasan 

dan Konsultasi II/III/IV atau Account Representative /Pelaksana Seksi 

Ekstensifikasi dan Penyuluhan, untuk menindaklanjuti Laporan Penilaian. 
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10. Account Representative Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau 

Account Representative/Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan 

menindaklanjuti Laporan Penilaian dengan membuat dan menandatangani 

konsep Laporan Hasil Penelitian, Selanjutnya meneruskan konsep 

Laporan Hasil Penelitian Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV 

atau Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. 

11. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Kepala Seksi 

Ekstensifikasi dan Penyuluhan meneliti, menyetujui, dan menandatangani 

konsep Laporan Hasil Penelitian, selanjutnya meneruskan kepada Kepala 

KPP. 

12. Kepala KPP menyetujui, dan menandatangani Laporan Hasil Penelitian, 

selanjutnya menyerahkannya kepada Seksi terkait untuk ditindaklanjuti. 

13. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan 

Penyuluhan menindaklanjuti Laporan Hasil Penelitian bila tidak perlu 

ditindaklanjut atas Laporan Hasil Penelitian, maka proses selesai. Jika 

diperlukan tindaklanjut atas Laporan Hasil Penelitian, selanjutnya 

mengikuti Prosedur Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan 

(SP2DK).  

14. Proses selesai 

 

3.3.6 Implementasi Peraturan Jenderal Pajak dan Teori Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah Terhadap Proses Validasi Surat Setor Pajak (SSP) PPh Final 

Atas Pengalihan Hak Tanah dan atau Bangunan Pada KPP Pratama Serpong. 

Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER- 18/PJ/2017 tentang tata 

cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas 

penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian 

pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan, adalah untuk memberikan 

pedoman mengenai tata cara pelaksanaan penelitian bukti pemenuhan kewajiban 

penyetoran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan. Orang Pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban penyetoran 

pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan harus 

menyampaikan permohonan penelitian, pada PER-18/PJ/2017 pasal 2 ayat 1 

menyebutkan penelitian bukti pemenuhan kewajiban PPh meliputi penelitian 
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formal dan material. Pada pasal 4 ayat 2 Penelitian formal dilakukan paling lama 

tiga hari kerja setelah permohonan diterima.  

 Berdasarkan penjelasan diatas jika dilihat dan dibandingkan pada KPP 

Pratama Serpong mengenai proses validasi SSP pengalihan hak atas tanah 

dan/atau bangunan sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

nomor PER-18/PJ/2017, karena Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 

validasi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diteliti secara formal. 

Setelah diteliti secara formal untuk memastikan kebenaran jumlah pajak yang 

sudah disetorkan KPP Pratama Serpong melakukan penelitian material. Di KPP 

Pratama Serpong melakukan penelitian formal membutuhkan satu hari saja 

karena saat permohonan masuk langsung dikerjakan saat itu juga. 

 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem 

pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Hoesada (2016:181) Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara konseptual mengadopsi 

framework sistem pengendalian intern yang dirilis tahun 1992 oleh Committee of 

Sponsoring Organization “COSO framework”. 

 Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP memiliki 

5 (lima) unsur penting sebagai berikut: 

a) Lingkungan Pengendalian.  

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang 

memengaruhi efektivitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian 

dapat diwujudkan melalui penegakan integritas dan nilai etika, lalu 

komitmen terhadap kompetensi, dan juga dapat bertanggung jawab 

terhadap tugas dan jabatannya yang sesuai dengan kompetensinya. Pada 

KPP Pratama Serpong, dalam melakukan validasi SSP pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan sudah melaksanakan tugasnya sesuai SOP 

yang dibuat oleh DJP sehingga pegawai KPP Pratama Serpong dapat 

bertanggung jawab dengan tugasnya. 

b) Penilaian Risiko. 

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang 

mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Dalam 
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melakukan penilaian risiko dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis 

risiko. Pada KPP Pratama Serpong, risiko yang dapat terjadi dalam 

memvalidasi SSP pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah 

ketika nilai pengalihan tidak wajar maka pegawai KPP harus melakukan 

penelitian secara langsung atau kunjungan (visit) dan membutuhkan waktu 

yang lama apabila wajib pajak tidak ada respon. 

c) Kegiatan Pengendalian.  

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dilakukan untuk memastikan 

bahwa kegiatan pengendalian telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan 

Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 

sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi 

Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pada KPP Pratama Serpong 

setiap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan validasi SSP pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan akan diteliti  secara formal, setelah 

diteliti secara formal untuk memastikan surat setor pajaknya sudah sesuai 

akan dilakukan penelitian material untuk memanimalisir terjadinya 

kecurangan dalam memalsukan Surat Setor Pajak (SSP)  

d) Informasi dan Komunikasi. 

Informasi dan Komunikasi dalam hal ini pimpinan Instansi Pemerintah wajib 

mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam 

bentuk dan waktu yang tepat. Pada KPP Pratama Serpong dalam 

melakukan penelitian formal dan penelitian material semua informasi 

mengenai identitas Wajib pajak dan identitas objek pengalihan di input 

kedalam sistem bila dibutuhkan sewaktu-waktu dapat mencari informasi 

tersebut di dalam sistem. 

e) Pemantauan.  

Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah sistem pengendalian 

intern pada suatu instansi pemerintah sudah berjalan dengan baik dan 

sesuai aturan. Pada KPP Pratama Serpong dalam melakukan validasi SSP 

pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan akan diteliti oleh petugas 

atau Account Representative setelah itu diserahkan kepada Kelapa KPP 

Pratama Serpong untuk diteliti dan disetujui apakah sudah benar dan 

dilakukan sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh DJP. 
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3.4 Kendala Yang Dihadapi 

 Dalam melaksanakan Kerja Profesi selama kurang lebih 3 (tiga) bulan di  

KPP Pratama Serpong, tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 

praktikan disetiap seksinya, Berikut kendala – kendala yang praktikan rasakan:  

a. Kendala yang praktikan hadapi pada seksi pertama, yaitu Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I) pada saat membatu Account 

Representative dalam melakukan case management pemindahbukuan 

pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) seringkali 

website tersebut error atau not responding. 

b. Sedangkan pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan kendala yang 

praktikan rasakan pada saat menganalisis nilai kewajaran pengalihan hak 

atas tanah dan/atau bangunan, praktikan sulit untuk mencari harga yang 

sesuai dengan luas tanah dan luas bangunannya karena tidak semua yang 

mengajukan permohonan melampirkan brosurnya. Kendala selanjutnya 

dalam mencetak Laporan Hasil Penelitian (LHP) alamat Wajib Pajak tidak 

ditemukan yang begitu banyak. maka membutuhkan kertas yang banyak 

juga, sehingga kertas sering habis dan praktikan harus menunggu kertas 

tersebut ada. Hal tersebut dapat menghambat praktikan dalam 

melaksanakan pekerjaan tersebut.  

c. Pada saat di Seksi Pelayanan kendala yang praktikan rasakan adalah pada 

saat membantu petugas melakukan perekaman validasi SSP pengalihan 

hak atas tanah dan/atau bangunan yang seringkali website tersebut 

loading yang cukup lama dan menjadi not responding 

d. Kendala yang praktikan hadapi pada seksi terakhir, yaitu Seksi 

Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II) pada saat melakukan 

pengawasan terhadap data pemicu Wajib Pajak dan menindak lanjuti 

SP2DK di aplikasi approweb. Seringkali terjadi error atau not responding 

pada aplikasi approweb yang disebabkan oleh sistem intranet pada KPP 

Pratama Serpong sering kali bermasalah. 
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3.5 Cara Mengatasi Kendala  

Kendala – kendala yang dihadapi tersebut dapat menghambat pekerjaan 

yang praktikan kerjakan, adapun upaya yang dapat praktikan lakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut. Berikut upaya yang dapat praktikan lakukan: 

a. Untuk masalah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan validasi SSP 

pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang tidak melampirkan brosur 

harga rumah, praktikan bisa mencari di internet atau di aplikasi Rumah.123 

untuk mencari harga luas tanah dan luas bangunannya, bila tidak ada juga 

praktikan akan menanyakan langsung kepada Account Representative/ 

pelaksana agar tidak terjadi kesalahan saat melakukan analisis nilai 

kewajaran pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.  

b. masalah kertas dan tinta printer yang sering habis dikarenakan untuk 

mencetak Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang begitu banyak. praktikan 

akan mengerjakan tugas lain terlebih dahulu, apabila tidak ada tugas yang 

lain praktikan akan menanyakan kepada Account Representative apakah 

ada tugas yang praktikan bisa kerjakan atau tidak sambil menunggu stok 

kertas dan tinta printer tersedia. 

c. Dalam mengatasi website yang seringkali error atau not responding bisa 

dilakukan dengan me-refresh beberapa kali sampai website tersebut 

kembali seperti semula. Jika wibesite masih error atau belum benar 

praktikan akan meminta bantuan kepada pihak  yang bertanggung jawab 

atas sistem intranet di KPP Pratama Serpong. 
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BAB IV 

KESIMPULAN  

 

4.1 Kesimpulan  

 Praktikan melakukan Kerja Profesi di KPP Pratama Serpong yang 

merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal yang berada di wilayah kerja 

Direktorat Jenderal Pajak Banten. Pelajaran yang didapatkan oleh praktikan 

mengenai proses validasi SSP pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian formal dengan mengecek 

kelengkapan berkas dan mengecek surat setor pajak. setelah itu dilakukan 

penelitian material dengan menganalisis nilai kewajaran pengalihan. KPP Pratama 

Serpong dalam menyelesaikan permohonan validasi SSP pengalihan hak atas 

tanah dan/atau bangunan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang cepat apabila 

persyaratan tersebut lengkap dapat diproses saat itu juga.  

 Dengan adanya Kerja Profesi ini praktikan memiliki pengalaman dan juga 

bisa mengetahui dunia kerja secara langsung khususnya di Kantor Pelayanan 

Pajak. Selain itu praktikan bisa mendapatkan banyak ilmu dan bisa berinteraksi 

langsung dengan orang – orang yang memiliki pengalaman yang bekerja dibidang 

perpajakan.  

 

4.2 Saran  

 Selama melaksanakan Kerja Profesi selama tiga bulan adapun saran yang 

dapat praktikan berikan adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Saran Bagi KPP Pratama Serpong  

a. Menyediakan Komputer untuk mahasiswa magang agar pada saat 

membantu pekerjaan, pegawai tersebut tidak berpindah dari meja 

kerjanya. 

b. Memperbaiki atau memperbaharui sistem intranet yang sering bermasalah.  
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4.2.2 Saran Bagi Universitas Pembangunan Jaya 

a. Melakukan banyak kerja sama terhadap perusahaan lain agar mahasiswa 

dimudahkan dan memiliki banyak pilihan dalam melaksanakan Kerja 

Profesi. 

b. Memberikan pengarahan dan pembekalan Kerja Profesi secara jelas dan 

menyeluruh kepada seluruh mahasiswa agar setiap mahasiswa dapat 

memiliki gambaran mengenai pelaksanaan Kerja Profesi yang akan 

mereka jalankan. 

4.2.3 Saran Bagi Calon Praktikan Selanjutnya 

a. Mempersiapkan dengan baik sebelum melakukan Kerja Profesi dimulai 

dengan mencari tempat KP dan bertanya mengenai pengalaman senior 

dalam melaksanakan KP agar memiliki gambaran bagaimana dunia kerja 

sesungguhnya. 

b. Pada saat melaksanakan Kerja Profesi harus memiliki sikap yang baik agar 

mendapatkan penilaian yang bagus dari pembimbing kerja dan akan 

mencerminkan mahasiswa UPJ memiliki sikap yang baik. 

c. Memperbaiki dan meningkatkan softskill yang dimiliki seperti 

berkomunikasi dengan baik, kerjasama tim, dan dapat memecahkan 

masalah yang ada. Selain itu meningkatkan technical skill dalam 

menggunakan MS. Office dan mempelajari materi sesuai bidang yang akan 

dikerjakan nantinya.  
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